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ABSTRACT
The digital transformation of rural bureaucracy is a strategic necessity
to enhance the quality of public services. This study examines the
implementation of the "Smart Card" system in Sengkuang Jaya Village
and analyzes it through the lens of Islamic law, specifically the
Maslahah Mursalah perspective. Using a qualitative field research
method, data were gathered through observations, interviews, and
documentation. The results indicate that the Smart Card system has
significantly improved administrative efficiency by integrating
population data and accelerating service delivery times. Despite
challenges such as digital literacy gaps among the elderly and limited
internet infrastructure, the village government has implemented
effective mitigation strategies. From an Islamic legal standpoint, this
innovation is categorized as Maslahah Hajiya, as it serves the public
interest (al-maslahah al-’ammah) by removing administrative
difficulties and aligning with Maqasid al-Syari’ah principles, particularly
in protecting property (Hifz al-Mal) and life (Hifz al-Nafs). This study
concludes that the Smart Card serves as an ideal model for digital
village transformation that remains grounded in human and spiritual
values.
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PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan kewajiban fundamental pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Seiring dengan perkembangan
teknologi informasi di era digital, transformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan
untuk meningkatkan efisiensi dan transparans( A Moeslihat Dkk.2024). Di tingkat
pemerintahan terkecil, yakni desa, inovasi digital mulai merambah guna memangkas
prosedur administratif yang selama ini dianggap kaku dan memakan waktu lama(Eddy
Dkk.2024). Salah satu manifestasi dari digitalisasi ini adalah penerapan sistem "Kartu
Pintar" yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan
layanan sosial dalam satu akses yang praktis.

Desa Sengkuang Jaya sebagai salah satu entitas pemerintahan desa mulai
mengadopsi teknologi ini sebagai upaya responsif terhadap tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang cepat dan akurat. Namun, implementasi teknologi di tingkat desa
seringkali menghadapi tantangan struktural maupun kultural yang kompleks, termasuk
kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Keberadaan Kartu
Pintar diharapkan tidak hanya menjadi simbol modernitas, melainkan benar-benar
memberikan nilai guna yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat(Nasrullah
Dkk.2025). Efektivitas penggunaan kartu ini menjadi parameter penting dalam menilai
sejauh mana birokrasi desa mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Dalam kacamata hukum Islam, setiap kebijakan publik haruslah bermuara pada
perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Konsep Maslahah Mursalah hadir sebagai
instrumen hukum untuk menetapkan aturan pada persoalan-persoalan baru yang tidak
ditemukan dalil khususnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun sejalan
dengan tujuan syariat (Maqasid al-Syari'ah). Penerapan Kartu Pintar di Desa Sengkuang
Jaya perlu dibedah lebih dalam untuk melihat apakah inovasi tersebut telah memenuhi
prinsip-prinsip kemaslahatan, yaitu mendatangkan manfaat (jalb al-manfa'ah) dan
menolak kerusakan (dar'u al-mafasid) bagi warga desa secara menyeluruh(Ahmad
Dkk.2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kartu
Pintar dalam pelayanan publik di Desa Sengkuang Jaya serta mengevaluasinya melalui
perspektif Maslahah Mursalah. Hal ini penting dilakukan guna memastikan bahwa
digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa tidak hanya sekadar formalitas administratif,
tetapi secara substansial mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
masyarakat sebagaimana prinsip dasar dalam hukum Islam.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di Desa Sengkuang Jaya,
mengingat desa ini merupakan pionir dalam pengimplementasian sistem Kartu Pintar di
wilayah tersebut.Pendekatan yang digunakan adalah studi fenomenologi, yang bertujuan
untuk menggali pengalaman subjek penelitian terkait efektivitas dan kendala dalam
penggunaan layanan digital tersebut.
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Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara
mendalam kepada informan kunci, seperti Kepala Desa, operator sistem, serta perwakilan
masyarakat penerima manfaat. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk melihat
secara langsung bagaimana alur pelayanan publik berlangsung saat warga menggunakan
Kartu Pintar. Untuk memperkuat analisis, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan
dokumen resmi desa, arsip kependudukan, serta literatur terkait konsep Maslahah
Mursalah dalam kebijakan publik(Syamsul Dkk.2024).

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu
membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen yang tersedia
guna meminimalisir subjektivitas peneliti. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui
tahap reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang kredibel. Terakhir,
analisis data dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan lapangan terhadap teori
kemaslahatan untuk menarik simpulan hukum yang relevan mengenai implementasi
teknologi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam perspektif Maqashid Syariah, pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat

daruriyyat bagi keluarga inti, khususnya anak dan pasangan, harus ditempatkan pada
prioritas. Uraian komprehensif mengenai dinamika lapangan terkait implementasi
teknologi informasi pada level birokrasi pemerintahan desa dipaparkan secara mendalam.
Melalui sinkronisasi antara temuan empiris di Desa Sengkuang Jaya dengan kerangka
teoretis Maslahah Mursalah, analisis berikut mengevaluasi efektivitas inovasi digital
dalam merespons berbagai problematika pelayanan publik. Fokus utama terletak pada
transformasi pola pelayanan serta derajat kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat,
guna memastikan bahwa digitalisasi tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi,
dan nilai kemanusiaan sebagaimana yang dirincikan dalam poin-poin berikut:

1. Transformasi dan Realitas Mekanisme Kartu Pintar
Implementasi Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya merupakan respons strategis

terhadap arus digitalisasi birokrasi yang menuntut efisiensi di tingkat pemerintahan paling
bawah.Secara teknis, kartu ini dirancang sebagai instrumen integrasi data kependudukan
yang mencakup identitas diri, status ekonomi, hingga riwayat bantuan sosial dalam satu
platform elektronik berbasis chip.Berdasarkan temuan di lapangan, proses transisi dari
sistem manual ke digital ini diawali dengan sinkronisasi basis data desa yang melibatkan
verifikasi ulang terhadap ribuan data warga untuk memastikan tingkat akurasi yang tinggi.

Dari sisi operasional, Kartu Pintar ini berfungsi sebagai "kunci akses" bagi warga saat
berurusan di Kantor Desa Sengkuang Jaya. Warga tidak lagi diwajibkan membawa
tumpukan dokumen fisik seperti fotokopi Kartu Keluarga atau KTP secara berulang,
melainkan cukup melakukan pemindaian (tapping) pada perangkat yang tersedia(Irlon
Dkk.2026). Dampak yang paling signifikan dirasakan adalah pada kecepatan pelayanan
administrasi surat-menyurat, seperti pembuatan surat keterangan usaha atau surat
pengantar lainnya, yang kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Hal
ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan sekadar gaya hidup urban, melainkan
kebutuhan mendesak bagi efektivitas birokrasi pedesaan.
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Namun, dinamika di lapangan juga menunjukkan adanya disparitas adaptasi teknologi.
Kelompok usia muda dan produktif cenderung sangat antusias karena aksesibilitas yang
ditawarkan, sementara sebagian warga lanjut usia mengalami kendala psikologis dan
teknis dalam memahami cara kerja kartu digital tersebut Selain faktor literasi, tantangan
infrastruktur berupa ketidakstabilan koneksi internet di wilayah geografis tertentu di
Desa Sengkuang Jaya terkadang menyebabkan kegagalan sistem saat proses sinkronisasi
data secara real-time.Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah mengambil langkah
progresif dengan membangun unit bantuan khusus (help desk) dan memperkuat
pemancar sinyal di area kantor desa guna menjamin kelancaran layanan bagi
masyarakat(Zainol Dkk.2025)

2. Analisis Implementasi dalam Perspektif Maslahah Mursalah
Kajian hukum Islam memandang kebijakan publik sebagai instrumen untuk

mewujudkan kemaslahatan umum.Implementasi Kartu Pintar ini jika dibedah
menggunakan pisau analisis Maslahah Mursalah menunjukkan relevansi yang sangat kuat.
Maslahah Mursalah sendiri adalah kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh
dalil nas namun sejalan dengan prinsip umum syariat dalam menjaga manfaat(Fatta
Dkk.2025)Inovasi di Desa Sengkuang Jaya ini merupakan jawaban atas kebutuhan zaman
yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan publik, yang jika diabaikan
justru akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagi masyarakat.

Dalam hierarki kemaslahatan, penggunaan Kartu Pintar ini dapat dikategorikan
sebagai Maslahah Hajiya (kebutuhan sekunder). Artinya, tanpa kartu ini masyarakat
sebenarnya masih bisa hidup, namun mereka akan mengalami kesulitan dan kerumitan
birokrasi yang menghambat produktivitas ekonomi dan sosial mereka. Dengan adanya
sistem ini, kesulitan-kesulitan tersebut diangkat (raf'ul haraj), sehingga masyarakat dapat
mengalokasikan waktunya untuk kegiatan yang lebih produktif daripada sekadar
mengantre di kantor desa. Kebijakan ini selaras dengan kaidah fikih politik bahwa
tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan
kemaslahatan.

3. Maqasid al-Syari’ah dan Perlindungan Hak Publik
Secara lebih spesifik, implementasi Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya memberikan

kontribusi nyata terhadap perlindungan lima unsur pokok dalam Maqasid al-Syari’ah.
Pertama, dalam aspek Hifz al-Mal (perlindungan harta), sistem digital ini secara otomatis
memutus mata rantai birokrasi yang panjang yang selama ini rentan terhadap praktik
pungutan liar atau gratifikasi. Transparansi data yang ditawarkan memastikan bahwa
bantuan sosial atau insentif desa terdistribusi secara tepat sasaran kepada mereka yang
berhak, tanpa ada kebocoran dana akibat manipulasi data fisik(Busyro Dkk.2025).

Kedua, aspek Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-'Aql (perlindungan akal)
tercermin dalam kemudahan akses layanan kesehatan yang terintegrasi pada kartu
tersebut. Kecepatan akses data medis atau kepesertaan jaminan kesehatan di saat
darurat merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap keselamatan jiwa warga
desa(Uswatun Dkk.2025). Ketiga, prinsip dar'u al-mafasid (menolak kerusakan)
diaplikasikan melalui sistem keamanan data kependudukan yang terenkripsi. Pemerintah
desa memastikan bahwa data pribadi warga tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak
bertanggung jawab, yang merupakan bentuk upaya preventif dari kerusakan sosial akibat
penyalahgunaan identitas digital.

4. Integrasi Etika Digital dan Kesinambungan Layanan
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Keberhasilan Desa Sengkuang Jaya dalam memadukan teknologi dan nilai-nilai
kemaslahatan Islam menunjukkan bahwa agama tidak menghalangi modernitas,
melainkan menjadi kompas moral dalam penggunaannya. Integrasi ini menuntut adanya
komitmen berkelanjutan dari pemerintah desa untuk terus melakukan pembaruan sistem
dan edukasi kepada masyarakat. Keselarasan antara efisiensi administrasi digital dengan
prinsip keadilan sosial merupakan kunci utama agar Kartu Pintar tidak berhenti sebagai
inovasi teknis, melainkan menjadi sarana ibadah sosial bagi para pemangku kebijakan di
desa(Ita Dkk.2025)

Secara substansial, implementasi ini telah memenuhi syarat-syarat Maslahah Mursalah,
yaitu: (1) Maslahah tersebut bersifat nyata (haqiqiyyah) dalam memberikan kemudahan,
(2) Bersifat umum (ammah) untuk seluruh warga desa, dan (3) Tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, Kartu Pintar di
Desa Sengkuang Jaya adalah model ideal bagaimana sebuah desa dapat bertransformasi
secara digital tanpa kehilangan ruh spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan
publiknya.

Kesimpulan
Implementasi Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya merupakan langkah transformatif

yang secara nyata mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi data
yang akurat dan percepatan durasi birokrasi. Inovasi ini membuktikan bahwa adaptasi
teknologi di tingkat pedesaan bukan hanya sekadar modernisasi fisik, melainkan solusi
teknis untuk mengatasi kerumitan administrasi konvensional yang selama ini
menghambat hak-hak sipil warga. Meskipun terdapat kendala pada aspek literasi digital
bagi kalangan lansia serta keterbatasan infrastruktur jaringan, upaya mitigasi yang
dilakukan pemerintah desa melalui layanan bantuan khusus menunjukkan komitmen yang
kuat terhadap kesinambungan program.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini memiliki legitimasi yang kokoh
sebagai bentuk Maslahah Mursalah karena orientasi utamanya adalah mewujudkan
kemaslahatan umum (al-maslahah al-’ammah). Program ini memenuhi kriteria Maslahah
Hajiya dengan mengangkat kesulitan (masyaqqah) masyarakat serta mendukung prinsip
Maqasid al-Syari’ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (Hifz al-Mal) melalui
sistem yang transparan dan perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) melalui integrasi layanan
kesehatan. Sebagai rekomendasi, penguatan edukasi teknologi secara persuasif dan
peningkatan kapasitas server menjadi kunci utama agar manfaat kartu ini dapat dirasakan
secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
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